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Latar Belakang

Masih banyaknya masyarakat Indonesia yang kurang mengenal apa itu pajak, 

fungsi dan manfaat apa yang diperoleh dari pembayaran pajak yang tertib dan tepat 

waktu. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang 

langsung. Pemungutan pajak daerah adalah pajak yang dipungut berdasarkan 

penetapan Kepala Daerah dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Pemungutan pajak 

berdasarkan penetapan dilaksanakan dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain

yang dipersamakan. Pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pihak UPTD 

Surabaya Timur tersebut memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dari sektor penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul 

“Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Peningkatan

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada UPTD Surabaya Timur ”.

Adapun tujuan dari penelitian yaitu, Untuk Mengetahui lebih dalam 

menegenai kontribusi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap peningkatan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi penetapan target sehingga terjadinya perubahan target pada tahun 

2012-2013. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu 

akan dibahas secara deskriptif mengenai Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada 
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UPTD Surabaya Timur yang dilakukan oleh pihak UPTD dan SAMSAT Surabaya 

Timur.

Gambaran Umum Perusahaan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Surabya Timur merupakan 

salah satu cabang dari Dinas Pendapatan Daerah Surabaya Timur. Sebagaimana 

ditetapkan Nomor 40 Tahun 2000 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah 

terbagi menjadi 38 (tiga puluh delapan) diseluruh Provinsi Jawa Timur. Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah mempunyai berbagai tugas umum yang 

meliputi pelayanan pajak kendaraan bermotor, pendataan pajak kendaraan bermotor, 

serta penagihan pajak kendaraan bermotor.

Ringkasan Pembahasan

Pada dasarnya pelaksanaan pemungutan PKB di SAMSAT Manyar Surabaya 

Timur adalah sesuai dengan standar pelayanan SAMSAT di seluruh Jawa Timur yang 

artinya tata cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai dengan garis kebijakan 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Dimana secara umum dapat kami 

sampaikan bahwa prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah, pada saat 

jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana tertera dalam 

Notice Pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya 

membayar pajak kendaraan bermotor. Dan proses pembayaran PKB, pengesahan 

STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran 
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/penyerahan berkas permohonan. Pajak kendaraan bermotor itu sendiri dibayar setiap 

tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun tetapi setiap tahun 

dilakukan pengesahan diwaktu yang sama dilakukan secara bersamaan saat 

pembayaran PKB.

Gambar 4.1
Alur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dari gambar 4.1 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pendaftaran ialah untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya PKB 

2. Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek PKB berdasar 

SPPKB, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang 

merupakanpemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang.

5. Sanksi Administrasi 
Pajak Kendaraan 
bermotor

4. Penagihan Pajak 
Kendaraan 
bermotor

3. Pemabayaran 
Pajak kendaraan 
Bermotor 

2. Penetapan Pajak 
Kendaraan 
bermotor

1. Pendaftaran
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3. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dibagi lagi menjadi dua ketentuan, 

antara lain: 

a. Pembayaran PKB harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 12 bulan

b. Pajak dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak diterbitkannya 

SKPD

4. Penagihan baru dapat dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melunasi 

kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran PKB.

5. Pengenaan Sanksi Administrasi PKB dikenakan apabila wajib pajak 

terlambat/tidak menyampaikan SPPKB pada tanggal yang sudah ditentukan

Kesimpulan

terdapat beberapa kesimpulan mengenai Analisis Pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Pada UPTD Surabaya Timur diantaranya sebagai berikut :

1. Sistem Sistem pemungutan pajak daerah yang dipergunakan dalam 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu Sistem Official 

Assessment.

2. Jumlah Target yang ditentukan oleh pemerintah daerah untuk wilayah 

Surabaya timur  pada tahun 2013 berkurang sebesar 10% dari target 

sebelumnya pada tahun 2012 dikarenakan adanya pemecahan wilayah.
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3. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB di wilayah Surabaya 

Timur berkontribusi sebesar 30% terhadap sektor pajak daerah pada tahun 

2012-2013

Saran

hal – hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak – pihak yang 

terkait dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya pihak 

UPTD Surabaya Timur, sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak UPT menambah jumlah karyawan yang memadai untuk 

mengirimkan surat pajak kepada wajib pajak sehingga tidak perlu ada lagi 

keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengiriman surat pajak.

2. Sebaiknya  pihak UPT menambah jumlah komputer yang ada, dengan jumlah 

komputer yang ada saat ini kurang memadai.

3. Sebaiknya pihak UPTD dan SAMSAT memperkenalkan administrasi 

perpajakan kepada masyarakat. Dengan memberikan penyuluhan ke 

kecamatan-kecamatan kususnya di wilayah Surabaya timur tentu akan sangat 

membantu masyarakat yang kurang mengetahui baik tentang administrasi 

pembayaran pajak kendaraan bermotor 
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